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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR S TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

bahwa ketentuan pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaan bila diterapkan akan
menimbulkan kenaikan yang cukup besar dibanding
dengan tahun sebelumnya, kenaikan tarif pajak ini akan
menjadi beban yang memberatkan bagi wajib pajak
sehingga perlu diadakan perubahan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3259);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Bombana,Kabupaten
Wakatobi,dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




Pasal I
Ketentuan pasal 66 diubah keseluruhannya sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66

Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesa.an Dan Perkotaan ditetapkan sebagai
berikut :

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu perseny);

b. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ditetapkan
sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Pasal 11

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana diatur dalan Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada

tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal, 12 desembic 2013
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Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, iz deSember 2013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2013 NOMOR §




2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh WajibPajak.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAK A UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.



